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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakap hak penguasaan atas. tanah yang berisikan
serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau Jarangan bagi pemegang haknya
untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihak. Hak atas tanah yang boleh,
wajib atau dilarang untuk diperbuat, “yang merupakan isi hak penguasaan
jtulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda’ di antara hak-hak
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.’

Dengan adanya Hak Menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa : “atas dasar keterltuan Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal.sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, °
air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya
itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagal organisasi
kekuasaan seluruh masyarakat”. atas dasar ketentuan tersebut, negara
berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh
dan atau diberikan kepada perseorbngan dan badan hukum yang memenuhi

persyaratan yang ditentukan.

e ——
6 Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok
A_graria, Jakarta, Diambatan, him. 24.
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Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang
menyatakan bahwa: “atas dasar Hak Menguasai dari negara sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum™. ’

Sedangkan dalam ayat (2) dinyakatan bahwa : “Hak-hak atas tanah
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini miemberikan wewenang untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air
serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-batas
menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih
tinggi“.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan hak-hak
atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu:

a) Hak Milik;

b) Hak Guna Usaha;

c) Hak Guna Bangunan;
d) Hak Pakai;

e) Hak Sewa;

f) Hak Membuka Tanah;
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g) Hak Memungut Hasil Hutan;

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana disebut dalam Pasal 53.

Hak-hak atas tanah tersebut diatas yang bersifat sementara diatur lebih
lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Hak-hak yang
bersifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
h, ialah Hak Gadai, Hak Usaha-Bagi-Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa
Tanah Pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan
dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam
waktu yang singkat”.

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah,
oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan
sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk menambah
kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.

Selain itu, UUPA juga menghendaki supaya hak atas tanah yang
dipunyai oleh sescorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan
sematamata untuk kepentingan pribadi dengan se{venang-wenang tanpa

‘menghiraukan. kepentingan masyarakat umum atau dengan kata lain semua
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dalam Pasal 6 UUPA yang menyaatakan bahwa “semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”.

Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat
(2) UUPA yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap warga negara Indonesia, baik
Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya,
baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum
asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak
pakai atau hak sewa saja.8 Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan
Pasal 45 UUPA Untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas -
tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang
ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf

b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UUPA.

. Macam-macam Hak Atas Tanah

Hak Atas Tanah Bersifat Tetap Hak atas tanah menurut UUPA diatur

dalam Pasal 16 yaitu:
a. Hak Milik (HM): Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan

terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan
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mengingat fungsi sosial.’ Berdasarkan penjelasan Pasal 20 UUPA
disebutkan bahwa sifat-sifat dari Hak Milik yang membedakannya dengan
hak-hak lainnya., Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti
bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat -
diganggu gugat sebagai hak eigendom seperti yang dirumuskan dalam
Pasal 571 KUHPerdata. Sifat demikian bertentangan dengan sifat hukum

adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.

Kata-kata “terkuat dan terpenuh” mempunyai maksud untuk
membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai
dan lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah
vang dapat dimiliki, hak miliklah yang terkuat dan terpenuh. Dengan
demikian maka pengertian terkuat seperti yang dirumuskan dalam Pasal
571 KUHPerdata berlainan- dengan yang dirumuskan dalam Pasal 20
UUPA, karena dalam UUPA disebutkan bahwa segala hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial aan hal ini berbeda dengan pengertian hak
eigendom yang dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdata.'°

b. Hak Guna Usaha.(HGU): Hak guna usaha merupakan hak untuk

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka

? Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,
?f.cit. him 284 '
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waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau perkebunan.
Berdasarkan PP No.40 Tahun 1996 Pasal 8 ayat (1) Hak guna usaha
diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun
atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keadaan
perusahaannya.'!

Hak Guna Bangunan: Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan
jangka waktu tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 HGB diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 38. Jangka waktu untuk HGB
adalah 30 tahundan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama
20 tahun atas permintaan pemegang haknya dengan mengingat keadaan
keperluan dan keadaan bangunannya.'?

Hak Pakai (HP): Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara aiau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan emberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan
ketentuan undang-undang. Hak Pakai diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 58

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 19986.
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e. Hak Sewa: Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk
mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada

"pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya.

Hak Atas Tanah Bersifat Sementara diatur dalam Pasal 53 UUPA, Hak
tersebut dimaksudkan sebagai hak yang bersifat sementara karena pada suatu
ketika hak tersebut akan dihapus. Hal tersebut disebabkan karena hak tersebut
bertentangan dengan asas yang terdapat dalam Pasal 10 UUPA yaitu,
“seseorang yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian diwajibkan
mengerjakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan,
namun sampai saat ini hak-hak tersebut masih belum dihapus”.
Oleh karena itu yang di-maksud dengan Hak atas tanah yang bersifat
sementara adalah : |
a. Hak gadai tanah/jual gadai/jual sende yaitu menyerahkan tanah dengan
pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang
menyerahkan tanah mempunyai hak untuk meminta kembalinya tanah
tersebut dengan memberikan uan g yang besarnya sama.

b. Hak Usaha Bagi Hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum untuk

menggarap di atas tanah pertanian orang lain dengan perjanjian bahwa

Limmilaieen Alea 190 _ _* 1+ A 1 1 T e



15

¢. Hak Sewa Tanah Pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada
orang lain yang memberi sejumliah uang kepada pemilik tanah dengan
perjanjian bahwa setelah pihak yang memberi uang menguasai tanah
selama waktu tértentu, tanahnya akan dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang
untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain.
Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu kepada yang
empunya tanah, hubungan hukum dengan tanah tersebut bersifat sangat
lemah artinya sewaktu-waktu dapat diputuskan oieh yang empunya tanah
jika yang bersangkutan memerlukan sendiri tanah tersebut. -Hak
menumpang dilakukan hanya terhadap tanah pekarangan dan tidak

terhadap tanah pertanian.

Kewajiban-kewajiban yang tetkandung Dalam Hak Atas Tanah. Hak
atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Menurut Pasal 4 ayat (2)
UUPA, hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan demikian pula bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya,

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
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Hak atas tanah, selain mengandung kewenangan juga mengandung
kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan. Kewajiban tersebut antara lain:
a. Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UUPA, bahwa semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial.

b. Adanya ketentuan Pasal 15 UUPA, yaitu kewajiban memelihara tanah dan
mencegah kerusakannya.

¢. Khusus untuk tanah pertanian adanya ketentuan Pasal 10 UUPA yang
memuat asas bahwa tanah pertanian wajib dikerjakan sendiri oleh

pemiliknya secara aktif.

Dalam menggunakan hak atas tanah juga harus diperhatikan pula
pembatasan-pembatasan baik yang bersifat umum (di luar) maupun dari
haknya sendiri (dalam). Pembatasan umum antara lain: tidak boleh merugikan
atau mengganggu pihak lain, pembatasan yang dilakukan'oleh pemerintah
daerah, Dalam menggunakan hak atas tanah juga harus diperhatikan pula
pembatasan-pembatasan baik yang bersifat umum (di luar) maupun dari

haknya sendiri (dalam). 13

13 Achmad Chulaemi, 1993, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan
Pemindahannya, Semarang, FH-Undip him. 50
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B. Tinjauan Tentang Peralihan Hak atas Tanah
I. Pengertian dan Sebab-Sebab Peralihan Hak atas Tarah
Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari
pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru.' Peralihan hak
atas tanah bisa terjadi karena :
a. Pewarisan tanpa wasiat
Menurut Hukum Perdata jika pémegang sesuatu hak atas tanah
meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya.
Peralihan hak tersebut kepada para ahli warisnya, yaitu siapa-siapa yang
termasuk ahli warisnya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara
pembagiannya diatur oleh Hukum Waris almarhum pemegang pemegang
hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum Tanah. Hukum Tanah
memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal dari
warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya
oleh para ahli waris. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 dalam waktu 6 bulan sejak meninggalnya pemegang hak ahli’
warisnya wajib meminta pendaftaran peralihan haknya.
b. Pemindahan hak
Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karepa pewarisan tanpa

wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak,
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ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada

Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang

membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah

diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

2. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat, UUPA, dan KUHPerdata
a. Jual Beli Menurut Hukum Adat

Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu perbuatan
hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya
kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli harga (penuh/
sebagian) tanah tersebut kepada penjual. Sejak itu hak atas tanah telah
beralih dari penjual kepada pembeli.'®

Dalam hal jual Beli yang pembayarannya belum lunas (sebagian) sfsa
harganya itu merupakan hutang pembeli kepada penjual. Jika pembeli

" tidak membayarnya, penjual dapat menuntut berdasarkan hutang piutang

dan tidak mempengaruhi jual beli yang dianggap telah selesai itu, maka
biasa dikatakan bahwa jual beli menurut hukum adat bersifat “:tunai®
(kontan) dan “nyata” (konkrit). |

Selanjutnya suatu “jual beli” dalam hukum adat dilakukan di hadapan
Kepala Desa "yang bertindak sebagai penjamin tidak adanya suatu

pelanggaran hukum dalam jual beli tersebut. Jadi Kepala Desa berperan
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bukan hanya sekedar sebagai saksi saja, sehingga jual beli tersebut dapat
dianggap “terang” karena masyarakat mengakui sahnya.l-7
Jual beli tanah secara hukum adat menurut Wiryono Projodikoro yaitu
jual beli bukan hanya persetujuan belaka antara kedua belah pihak
melainkan merupakan suatu penyerahan hak atas tanah atau benda dengan
syarat membayar harga. Pada waktu diadakan persetujuan diantara kedua
belah pihak biasanya secara hukum adat diberikannya panjar oleh pembeli
kepada penjual dan ini dimaksudkan supaya ada kekuatan antara kedua
belah pihak.'®

Ada dua macam jual beli tanah dalam hukum adat, yaitu:'’

I. Perbuatan hukum bersifat sepihak yaitu suatu kelompok orang
mendiami tempat dan membuat rumah di atas tanah itu, membuka
tanah pertanian, mengubur orang di tempat itu dan lain-lain. Perbuatan
hukum ini adalah hanya dari satu pihak.

2. Perbuatan hukum bersifat dua pihak yaitu pada intinya peralihan hak
atau penyerahan hak dengan pembayaran kontan. Untuk menjalankan
jual beli dibutuhkan bantuan kepala persekutuan yang bertanggung
jawab atas sahnya perbuatan hukum itu, maka perbuatan tersebut harus
terang dén tunai. |

Sementara jual beli tanah dalam hukum adat itu, antara lain:2°

:: Effendt Bachtia.lj,_ 1982, Kumpulan tulisan tentang hukum tanah, Bandung, Alumni, him 30
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. Jual gade
Jual beli dalam hukum adat yang berarti bahwa penerima tanah
mempunyai hak untuk mengerjakan tanah itu dan mempunyai hak
penuh untuk memungut hasil dari tanah tersebut.Penerima hanya
terikat oleh janjinya bahwa tanah itu hanya dapat ditebus olech yang
menjual gade, dan pada umumnya tanah dikembalikan dalam keadaan
pada waktu tanah itu diserahkan.
2. Jual lepas
Jual beli secara hukum adat yang berarti bahwa proses pemindahan
hak atas tanah bersifat terang dan tunai, dimana semua ikatan antara
bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali.?' Dalam
jual lepas dikenal istilah panjer yang diberikan oleh calon pembeli
berfungsi sebagai tanda jadi akan dilaksanakannya jual beli.
3. Jual Tahunan
Jual beli secara hukum adat yaitu suatu bentuk menyewakan tanah
yang terdapat di Jawa yang lamanya pengelolaan tanah sendiri sesuai
Jangka waktu yang telah diperjanjikan atau bersifat sementara waktu,?
bf Jual Beli Menurut UUPA
Sejak berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 bangsa Indonesia

telah mempunyai hukum agraria yang bersifat nasional. Undang-undang
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tersecbut dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Di
dalam pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang baru
didasarkan atas hukum adat yang disesuaikan dengan asas-asas yang ada
dalam UUPA, karena dalam UUPA menganut sistern dan asas hukum adat
maka perbuatan jual beli tersebut adalah merupakan jual beli yang riil dan
tunai.

Pelaksanaan dari jual beli itu sendiri sudah tidak lagi dibadapan
Kepala Desa karena setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan
dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Mentri Agraria sesuai Pasal 37 PP
No 24 Tahun 1997.

Dibuatnya akta jual beli tanah dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Agraria tersebut, maka jual beli tanah telah se}esai dan
selanjutnya peralihan hak atas tersebut oleh pembeli didaftarkan ke Kantor
Pertanahan. Pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut uhtuk menjamin
kepastian hukum, Hal ir;i sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPA yang
menyebutkan:

1. Hak atas tanah demikian pula setiap peralihan hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 '

2. Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian
yang kuat hak atas tanah serta sahnya peralihan dan pembebanan hak

tersebut mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dar
pembebanan hak tersebut.
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¢. Jual Beli Menurut KUHPerdata

Di dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan pada Pasgl
1457,1458,1459 yang memuat tentang jual beli-tanah dapat disimpulkan
bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar
harga yang ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata
sepakat, maka jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum
diserahkan atau harga belum dibayar. Akan tetapi sekalipun “jual beli”
telah dianggap terjadi, namun atas tanah itu belum berpindah kepada
pembeli. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan
hukum lain yang berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan
suatu peraturan lagi.

- Jual beli tanah menurut Hukum Barat terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu
perjanjian jual belinya dan penyerahan haknya, keduanya terpisah satu
dengan yang lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selcsa'g
biasanya akta notaries, tapi jika hal yang kedua belum dilakukan maka

status tanah tersebut masih tetap menjadi hak milik penjual.?®
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3 Syarat-syarat Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah
Di dalam melakukan jual beli hak atas tanah para pihak diharuskan
memenuhi syarat jual beli tanah, meliputi; syarat materiil dan syarat
formil.?*
a. Syarat Materiil
Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah
tersebut, antara lain sebagai berikut.
1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan
maksudnya yakni pembeli sebagai penerima hak harus _
memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya.
2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan
maksudnya adalah yang berhak menjual suatu bidéng tanah
yakni pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut
pemilik.,
3) Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang
dalam sengketa
maksudnya yaitu mengenai tanah-tanah hak apa yang boleh

diperjualbelikan telah ditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (pasal

[aTa)l T 1 . - -
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b. Syarat Formil

diperlukan kepada PPAT, yaitu:

1) Jika tanahnya sudah bersertiﬁkat, sertifikat tanahnya yang asli dan
tanda pembayaran biaya pendaﬁarannya.

2) Jika tanahnya belum be_rsertiﬁkat, Surat keterangan bahwa tanah
tersebut belum berseztiﬁkat, Surat-surat tanah yang ada Yang
memerlukan penguatan oleh Kepala Desa dan Camat, dilengkapi
dengan Surat-surat  yang membuktikan identitas penjual dan
pembelinya yang diperfukan unguk Ppersertifikatan tanahnya setelah
selesai dilakukan Jjual bel.

C. Tinjauan Tentang Pendaftaran Hak atas Tanah

1. Pengertian dan Tujyan Pendaftaran Tanah

satuan-satuan'rumah susun, termasuk pemberian. surgt tanda buktj haknya bagi
bidang—bidang tanah yang sudah adg haknya dan hak milik atas satuyan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang mem bebaninya,
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Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria rnenyatakan :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tanah tersebut meliputi :

a. pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah
b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
¢. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat
Tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3
peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
adalah sebagai berikut : |

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadé

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang hak diberi
sertifikat sebagai tanda buktinya.

2) Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang

berkepentingan, " termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan

LB DU N . 1 1

| P PR PP, |



27

yang sudah terdaftar. Penyajian data tersebut diselenggarakan oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terbuka untuk umum. Ini

sesuai dengan dengan asas pendaftaran tanah yang terbuka untuk umum.

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Tersclenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai
tertib administrasi tersebut .setiap bidang tanah dan satuan rumah

susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.?’

2. Asas-asas Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 2 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

a. Asas sederhana; dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya

maupun prosedurnya mudah dipahami oleh pihak-pihak yang

berkepentingan.

. Asas aman; untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu

diselenggarakah secara teliti dan .cermat sehingga hasilnya dapat

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah.

. Asas tetjangkau; dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan: dan

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam

% Boedi Haréono, 1997, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang PendaRaran Tanah, Isi dan

™. .
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rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para
pihak yang memerlukan,

d. Asas mutakhir, dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data
yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang
terjadi di kemudian hari.

¢. Asas terbuka; bahwa setiap orang / pihak-pihak yang berkepentingan
dapat untuk mengetahui atau memperoleh keterangan yang diperlukan
berkaitan dengan data pendafiaran tanah yang ada.

3. Subyek dan Obyek Pendaftaran Tanah
a. Subyek Pendaftaran Tanah

Sesuai yang dietentukan pasal 19 ayat (I) Undang-Undang Pokok
Agraria bahwa subyek pendaftaran tanah adalah Pmerintah. Pemerintah
diwajibkan melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia. Sedangkan yang menjadi subyek pendaftaran hak atas tanah
adalah pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) dan
(2); pasal 32 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 tahun 1997. Dari uraian tersebut ditegaskan bahwa pendaftaran tanah
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pendaftaran hak atas tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
pemegang hak yang bersangkutan?®
b. Obyek Pendaftaran Tanah
Obyek pendaftaran tanah menurut pasal 9 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi :
1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai;
2) Tanah Hak Pengelolaan
3) Tanah Wakaf
4) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
5) Hak Tanggungan
6) Tanah Negara
Hak Milik menurut Pasal 20 UUPA adalah hak turun temurun, terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingét fungsi
sosial, yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dengan
demikian maka sifat-sifat Hak Milik adalah :
1. Turun temurun
Artinya Hak Milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum
dari seseorang pemiik tanah yang meninggal dunia kepada ahli waris.

2. Terkuat

26 Bfawdl Tanlatas 1ARD N1 A .~ @ v w a . . — - - .
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Artinya bahwa Hak Milik atas tersebut yang paling kuat di antara hak-
hak lain atas tanah.
3. Terpenuh
Artinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk
usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan.
4. Dapat beralih dan dialihkan
5. Dapat dibebani kredit dengan dibebani Hak Tanggungan
6. Jangka waktu tidak terbatas
Hak Guna Usaha menurut Pasal 28 dan Pasal 33l UUPA adalah hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam
jangka waktu 25 atau 30 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun, guna
perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan yamg Iuasnya paling
sedikit 5 hektare dengan ketentuan bila luasnya 25 Ha atau lebih harus
memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik,
dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain serta dapat dijadikan jaminan
hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak Guna Usaha lebih lanjut
diatur dalam Pasal 2 - 18 Peraturan Pemerintah Notmor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
Dengan demikian maka sifat-sifat dari Hak Guna Usaha adalah :

I. Hak atas tanah untuk mengusahakan tanah negara untuk keperluan

rnaminnhnnn maetastae mmwlome e Jal a1
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2. Jangka waktu 25 atau 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu 25
tahun

3. Luas minimum 5 Hektare jika luasnya lebih dari 25 Hektare harus
mempergunakan teknik perusahaan yang baik

4. Dapat beralih dan dialihkan

5. Dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani Hak Tanggungan

Hak Guna Bangunan menurut Pasal 35 dan 39 UUPA adalah hak
untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang dengan waktu 20 tahun lagi, dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain, dapat dijadian jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan.

Hak Guna Bangunan lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 - 38 Peratgran

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Dengan demikian maka sifat-sifat dari

"Hak Guna Bangunan adalah :

1. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang
bukan miliknya sendiri, cq. tanah negara, tanah Hak Pengelolaan,
tanah Hak Milik

2. Jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun
lagi

3. Dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain

A Theemma JU_ AN t_ Lt A s 1 o cTr 1 e
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Hak Pakai menurut Pasal 41 UUPA adalah hak untuk menrggunakan
dan/atau rnemungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau
tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau perjanjian pengolahan tanah dengan pemilik tanahnya,
yang bukan perjanjian sewa menyewa, segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Hak Pakai lebih
lanjut diatur dalam Pasal 39 - 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996.

Dengan demikian maka sifat-sifat dari Hak Pakai adalah :

1. Hak Pakai atas tanah bangunan maupun tanah pertanian yang meliputi
tanah negara, tanah Hak Pengelolaan, tanah Hak Milik

2. Dapat diberikan oleh pemerintah maupun oleh sipemilik tanah

3. Dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu,

4. Dapat diberikan de‘ngan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian
jasa berupa apapun.

5. Hanya dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang dapat ijin pejabat
yang berwenang, ap?bila mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh

negara atau dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan

Amnhila cramanmat fnaal wailil.
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Tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibeban Hak
Tanggungan.

Pemberian Hak Pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang
mengandung pemerasan.

Hak Pengelolaan adalah hak penguasaan atas tanah negara dengan

maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh pemegang, juga oleh

pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga kepada si

pemegang hak diberikan wewénang untuk :

1.

2.

1y
2)

3

Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.
Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga
dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
Sedang pemberian hak atas bagian-bagian tanah tetap dilakukan oleh
pejabat berwenang.
Menerima uang pemasukan / ganti rugi dan / atau wajib tahunan (Pasal
5 dan 6-ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965).

Dengan demikian maka sifat-sifat Hak Pengelolaan adalah :
Hak penguasaan atas tanah Negara
Untuk dipergunakan sendiri oleh si pemegang dan sebagian atas tanah
tersebut diberikan kepada pihak ketiga sesuatu hak.

Kepada si pemegang hak diberikan beberapa wewenang termasuk

1. 4_._ & .. LS IR |
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4) Setelah jangka waktu hak atas tanah yang diberikan kepada pihak
ketiga itu berakhir maka tanah dimaksud kembali ke dalam
penguasaan sepenuhnya dari pemegang hak pengelolaan yang bebas
dari hak tanggungan.

5) Apabila sebagian dari hak pengelolaan itu diberikan dengan hak milik
kepada pihak ketiga, maka dengan sendirinya hak milik tersebut
menjadi lepas dari hak pengelolaan dan / atau hapus, sejak hak milik

tersebut didaftarkan pada Kantor Agraria kabupaten setempat.

. Sistem Pendaftaran Tanah dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah

Menurut Boedi Harsono sistem pedaftaran tanah
mempermasalahkan:
a. Apa yang didaftar;”’
b. Bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya;
c. Bentuk tanda bukti haknya

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ada 2 sistem yang dipakai,
yaitu:
1) Sistem Pendaftaran Akta ( Registration of Deeds)

Dalam sistem ini, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat

Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam sistem ini PPT bersikap pasif. Setetah

dibubuhi tanda pendaftaran diserahkan kepada pemegang haknya yang
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baru sebagai tanda bukti haknya. Di kantor Pejabat Pendafiaran Tanah
(PPT ) disimpan salinannya yang terbuka untuk umum,

Untuk pembeli selaku pemegang haknya yang baru dan kreditur selaku
pemegang hypotheek dibuatkan grosse aktanya, yang berfungsi sebagai
surat tanda bukti haknya 28 (penerapannya dalam Pasal 224 RIB). Contoh
negara yang menggunakan sistem ini adalah Belanda dan wilayah Hindia
Belanda bagi pendaftaran hak-hak barat.

Tiap terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai buktinya. Maka
dalam sistem ini data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta
yang bersangkutan. Cacat hukum pada suatu akta bisa mengakibatkan
tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat
kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan “title search”,
yaitu meneliti akta-akta sebelumnya, yang bisa memakan waktu dan biaya
karena dipetlukan bantuan ahli.

Sistem Pendaftaran Hak (Registration of Titles)

Robert Richard Torrens menciptakan sistem baru yang lebih sederhana
dan memungkinkan orang memperoleh keterangan dengan cara yang
mudah, tanpa harus melakukan title search terlebih dahulu. Torrens pernah
menjabat Registrar General of Deeds di Adelaide (South Australia) p-ada

tahun 1853. Dalam kedudukannya sebagai pejabat tertinggi pendaftaran

28 w Pal ot N .



36

tanah itu Torrens menciptakan sistem “registration of title”, yang
kemudian dikenal dengan Sistem Torrens.

Dalam sistem ini s_etiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan
hukum yang menimbulkan perubahan di kemudian hari juga harus
dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyélenggaraan
pendafiarannya bukan aktanya yang didaftar melainkan haknya yang
diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian, akta merupakan
sumber datanya.?‘9

Untuk sistem pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang
terjadi kemudian disediakan suatu daftar isian, yang dalam bahasa Inggris
disebut register. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia
menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 disebut
buku tanah.

Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk
" mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta
pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk
mendaftar perubahan-perubahan pada haknya dalam buku tanah hak yang
bersangkutan.

Jika terjadi perubahan, tidak dibuatkan buku tanah baru, me}ainkan

dilakukan pencatatannya pada ruang mutasi yang disediakan pada buku
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buku tanah dan pencatatan perubahan kemudian, oleh Pejabat Pendaftaran
Tanah (PPT) dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta
yang bersangkutan. Berbeda dengan Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT)
dalam sistem pendaftaran akta, dalam sistem pendaftaran hak bersifat
aktif.

Dalam sistem ini buku tanah disimpan di Kantor PPT dan terbuka bagi
umurﬁ. Sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertipikat yang merupakan
salinan register (certificate of title).

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem
pendaftaran hak (Registration of Titles), sebagaimana digunakan dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961, bukan sistem pendaftaran akta. Hal tersebut tampak
dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis

~ dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat
sebagai surat bukit tanda hak yang didaftar, *°

Hal ini bisa dilihat di P#al 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 :

(1) Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan

rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang
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memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan,
dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
| (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur
sebagain;ana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak
yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya
yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut
Peraturan Pemerintah ini.
Dalam pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 sertipikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah dan

surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen (Pasal 13).

Semua data yang terdapat dalam buku tanah dicantumkan juga pada
| salinannya yang merupakan bagian dari sertifikat. Sebagaimana halnya
dengan buku tanah, jika terjadi perubahan kemudian, tidak dibuatkan
sertifikat baru, melainkan perubahannya dicatat pada sa‘_li"nan buku tanah
tersebut. Maka data yuridis yang diperlukan, baik data pada waktu
pertama kali didaftar haknya maupun perubahan-perubahan yang terjadi
kemudian, dengan mudah dapat diketahui dari buku tanah dan sertifikat
hak yang bersangkutan.

Menurut Boedi Harsono sistem publikasi pendaftaran tanah

mempermasalahkan :*!
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I.  Sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan.

2. Sejauh mana hukum melindungi kepentingan orang yang melakukan
perbuatan hukum mengenai tanah yang sudah didaftar, berdasarkan data
yang disajikan di Kantor PPT atau yang tercantun dalam surat bukti tanda
hak yang diterbitkan atau didaftarkan oleh PPT, jika kemudian ternyata
data tersebut tidak benar.

Pada garis besarnya dikenal 2 sistem publikasi dalam penyelenggaraan
pendaftaran tanah, yaitu :

1) Sistem Publikasi Positif

Dalam sistem ini selalu menggunakan sistem pendaftaran hak,
sehingga ada register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan
penyajian data yuridis dan sertipikat hak sebagai surat tanda bukti hak.?

Pendaftaran atau pencatatan nama sescorang dalam register sebagai
pemegang haklah yang membuat orang menjadi pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang
dilakukan (“Title by registration”, “The Regiter is everything®).

Dengan menggunakan sistem ini negara menjamin kebenaran' data
yang disajikan. Orang yang beritikad baik dan dengan pembayaran
memperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang

hak dalam register, yéitu apa yang disebut indefeasible title (hak yang
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tidak dapat diganggu gugat) dengan didaftarnya namanya sebagai
pemegang hak dalam register. Juga jika kemudian terbukti bahwa yang
terdaftar sebagai pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yang
sebenarnya. Data yang dimuat dalam register mempunyai daya
pembuktian yang mutlak.
. Sistem Publikasi Negatif

Dalam sistem ini bukan pendaftaran yang menentukan berpindahnya
hak kepada pembeli melainkan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan.
. Pendaftaran tidak membuat orang memperoleh tanah dari pihak yang tidak
berhak menjadi pemegang hak yang baru.

Dalam sistem ini berlaku asas nemo plus juris, artinya orang tidak
dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia punyai .
sendiri. Maka data yang disajikan tidak boleh begitu saja dipercayai
kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Jadi
biarpun sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu menghadapi
kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan dialah
pemegang hak yang sebenarnya.

Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia tetap seperti dalam
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
yaitu sistem negatif yang mengandung unsur positif karena akan

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
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Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Bukan
sistem publikasi yang negatif yang murni. Sistem publikasi yang negatif
murni tidak akan menggunakan sistem pendaftaran hak. Juga tidak akan
ada pernyataan seperti dalam pasal-pasal UUPA tersebut, bahwa sertifikat
merupakan slat bukti yang kuat.

Ketentuan-ketentuan yang niengatur prosedur pengumpulan sampai
penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta
pemeliharaannya dan penerbitan sertifikat haknya, biarpun sistem
publikasinya negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan
dilaksanakan secara seksama, agar data yang disajikan sejauh mungkin

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah terdiri dari :

a. Perdaftaran Tanah Pertama Kali ( Initial Registration )

Pendaftaran tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang
dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tadinya tanah belum terdaftar masih

petuk pajak kemudian dilakukan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah pertama kali terbagi :

1) Pendaftaran tanah secara sistematik, adalah kegiatan pendaftaran tanah
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meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan.

Pendaftaran tanah ini diselenggarakan atas prakarsa pemerintah
berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan
serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri
Negara Agraria/Kepala BPN,

2) Pendaftaran tanah secara sporadik, adalah kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara
individual atau misal.

Pendaftaran tanah ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang
berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah
yang bersangkutan atau kuasanya.’
Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, meliputi :
a) pengumpulan dan pengelolaan data fisik;
b) pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan
haknya;
¢) penerbitan sertipikat;
- 1) penyajian data fisik dan data yuridis, dan

2) pényimpanan daftar umum dan dokumen
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b. Pemeliharaan Data Tanah (Maintenance)

Setiap terjadi perubahan atas tanah harus didaftarkan. Dilakukan
apabila tetjadi perubahgn pada data fisik atau data yuridis obyek
pendaftaran tanah yang telah didaftar.>* |

Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan.,

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 :

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi
perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendafiaran tanah
yang telah didaftar

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
Pemeliharaan data pendaftaran tanah ini meliputi :

a) Pemeliharaan data karena pemindahan hak yang tidak melalui

lelang

b) Pemeliharaan data karena pemindahan hak yang melalui lelang

¢) Pemeliharaan data disebabkan peralihan hak karena pewarisan

d) Pemeliharaan data disebabkan peralihan hak karena

penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi

e) Pemeliharaan data karena pembebanan hak
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tanah

g) Pemeliharaan data karena pemecahan, pemisahan  dan
penggabungan bidang tanah |

h) Pemeliharaan data karena pembagian hak bersama

i) Pemelihéraan data karena peralihan dan hapusnya Hak
Tanggungan

j) Pemeliharaan data karena perubahan nama

k) Pemeliharaan data berdasarkan Putusan atau Penetapan Ketua
Pengadilan

1) Pemeliharaan data sehubungan dengan perubahan hak atas tanah

Pemeliharaan data karena pemindahan hak dengan jual beli termasuk
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